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ABSTRAK

IRPAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA
2026 PERCERAIAN DI DESA GELUMPANG KEC.
PERMATA KAB.BENER MERIAH

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 57) pp,bibl,app
Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.

Menurut Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda akibat cerai
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan. Namun pada kenyataannya pihak
tergugat sering kali tidak melakukan perintah pengadilan agama atas putusan secara
sukarela sehingga putusan berubah menjadi~eksekusi harta bersama karena pihak
tergugat menguasai objek-harta bersama secara-sepihak.

Tujuan penelitian ini untuk-untuk-menjelaskan.apa Dasar Hukum Eksekusi
Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang-Weh Tenang Uken, Kec.
Permata, Kab. Bener Meriah, untuk mengetahui apa faktor penyebab Eksekusi
Harta Bersama yang dilakukan dr Desa. \Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec.
Permata, Kah. Bener. Meriah dan untuk mengetahui apa ‘Upaya yang dapat
dilakukan agar tidak terjadieksekusi harta’bersame

penelitian gm adalah penelitian - Yuridisiy EMpiris dengan pendekatan
kualitatitf. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Melalui dokumen atau literature (library research) dan penelitian lapangan (field
research).

Hasil penelitian-menunjukan bahwa Fakior yang mendasari eksekusi harta
Bersama diantara nya Perceraian, “Tindakan Sepihak /Dari Pihak Tergugat,
Ketidakpatuhan Putusan (Wanprestasi), Pada -Proses Sengketa Harta Bersama
sebelum terjadinya. eksekusi ‘Harta Bersama ada beberapa upaya yang dapat
dilakukan agar eksekusi-terhadap Harta Bersama fidak terjadi diantara nya
Pembuatan Perjanjian Perkawinan. «(Risah Harta), Musyawarah Kekeluargaan
(Shulhu), Mediasi di Mahkamah Syariah, Sita Marital (Sita Jaminan), Pembedaan
Harta Bawaan/Warisan.

Saran untuk penelitian ini 1)Kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian
perkara harta Bersama pasca perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam
perkara perceraian, dengan lebih cepat mengamankan objek sengketa harta
Bersama sehingga tidak dikuasai sepihak oleh salah satu pihak. 2)Kepada
masyarakat untuk lebih memperjelas segala harta Bersama yang ada serta diketahui
oleh kedua belah pihak suami dan istri, dalam proses perceraian pihak suami
maupun istri agar lebih mengikuti hukum yang ada mengenai pembagian harta
Bersama dan tidak mengambil Tindakan yang merugikan satu pihak lain. 3)Kepada
Masyarakat untuk lebih mengetahui hukum waris dan harta Bersama dalam
perkawinan, agar saat terjadi sengketa tidak harus diperkarakan di tingkat
pengadilan agama


https://www.google.com/search?q=Perceraian&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
https://www.google.com/search?q=Tindakan+Sepihak&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
https://www.google.com/search?q=Ketidakpatuhan+Putusan+%28Wanprestasi%29&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
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Assalamu’alaikum \Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji beserta syukur dipanjatkan kehadirat Allah SW.T. yang telah
memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kita dengan memberikan kesehatan,
umur panjang dan ilmu pengetahuan. dan tidak lupa pula kita sanjung sajikan
kepangkuan nabi besar kita Muhammad S.A.W yang mana oleh beliau kita telah
dihantarkan dari alam kebodohan hinggaalamyang penuh ilmu pengetahuan seperti
yang Kita rasakan hingga saat ini sehingga. penulis dapat menulis skripsi yang
berjudul: “Eksekusi Harta Bersama Pasga Perceraian Di Desa Gelumpang Wih
Tenang Uken Kec. Permata Kab: Bener Meriah.”

Adapun tujuan penulisan skripsi int ialah sebagai.syarat untuk meraih gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Kota Banda
Aceh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena
keterbatasan pengetahuan~penulis _maka -sangat diharapkan dapat dilakukan
penelitian lebih lanjut agar-mencapai kesempurnaan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besar nya kepada bapak Dr.
M. Thaib Zakaria, S.H., M.H sebagai pembimbing yang luar biasa telah
membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan rendah hati dan
keikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan serta
memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Serta penulis juga akan memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
ini yang selalu bijaksana dalam memberian bimbingan, nasihat,serta
meluangkan waktunya dalam penelitian skripsi ini.

2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M. H.Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Trio Yusandi, S.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan | Fakultas Hukum
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Universitas Muhammadiyah Aceh,

6. Bapak dan lbu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
yang telah sudi“kiranya mengajarkan danmemberikan’ilmu kepada penulis
semoga selalu diberikan Kesehatan dan.mendapatkan pahala jariyah bagi para
bapak dan ibu dosen.

7. Terimakasih juga-kepada seluruh kawan-kawan-Fakultas Hukum Universitas
Muhhamdiyah Aceh Angkatan 22 yang telah saling memberi semangat dalam
perkuliahan ini dari awal masuk hingga akan selesai.

8. Terimakasih juga kepada seluruh kawan-kawan susah senang Fatih Zikri
Aulia S.H., Rahmat Kin Niko S.H., M. Alif Al- Ghifari S.H., llham Akbar
S.H.

Akhirnya, Kepada yang terkhusus dan teristimewa permintaan maaf dan
Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Erwin dan Ibunda

Samaniah serta keluarga ku tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang,



nasihat dan motivasi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi

keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga
penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan Oleh karena itu, penulis
mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
maupun pihak lain.

WassalamualaikumWr. Wh

Banda.Aceh, 28 Maret 2026
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas
keadilan terhadap seluruh warga negara yang berdaulat. Salah satu lembaga
penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu pengadilan. Melalui lembaga
peradilan, persoalan yang. tidak dapat.diselesaikan dengan damai di luar
persidangan diharapkan dapat- terselesaikan..melalui putusan hakim.
Pengadilan smenurut Kamus Hukum adalah_dewan, atau majelis yang
mengadiliperkara:? Juga diartikan cara mengdadiliatau keputisan hakim, atau
juga dalam arti sidang hakim ketika mengaditi perkara.? Sedangkan
Peradilan ‘Agama adalah Pengadilan Agamaislam.Pengadilan merupakan
salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam
sistem Peradilan di Indonesia.Sebagal institusi yang/bertanggung jawab atas
penegakan hukums..pengadilan ‘memiliki tugas dan wewenang untuk
menyelesaikan perselisihan atau perkara hukum yang tidak dapat diselesaikan
secara damai di luar persidangan. Melalui proses persidangan, diharapkan
masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan berdasarkan hukum yang

berlaku.

! Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 349
2 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2004, him. 143,



Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang independen dan netral
yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat
dalam suatu perkara. Struktur pengadilan di Indonesia terdiri dari berbagai
tingkatan, mulai dari pengadilan di tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.
Pengadilan di tingkat terendah adalah Pengadilan Agama, Pengadilan
Negeri, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di tingkat
lebih tinggi, terdapat Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan puncak. Proses persidangan dispengadilan diatur secara ketat dan
mengikuti presedur hukum yang telah ditetapkan. Persidangan dimulai
dengan pengajuan.permohoenan atau. gugatan oleh ‘pihak yang merasa
dirugikan. Selanjutnya, -pengadilan,/ akan. mengadakan sidang untuk
mempertimbangkan . argumen-'dan * bukti yang diajukan oleh kedua belah
belah pihak,

Hakim yang bertugas dalam persidangan memiliki peran sentral dalam
menyelesaikan ‘perkara tersebut, Mereka bertugas untuk menganalisis dan
menafsirkan hukum.yang.relevan-dengan.kasus.yang sedang dipersidangkan,
serta mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.
Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan.

Putusan ini berisi keputusan yang harus diikuti oleh semua pihak yang
terlibat dalam perkara tersebut. Putusan hakim dapat berupa pembebasan,
penjara, denda, atau langkah-langkah lain yang dianggap tepat sesuai dengan
hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keadilan prosedural .



Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah
pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap
permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.
Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada
tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang
diajukan masyarakat yang mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu
permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.

Perkara perkawinan adalah hal yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah perilaku
ciptaan Allah Yang Maha Esa agar kehidupan di alam, dunia berkembang
baik. Perkawinan-merupakan ikatan antara seorang.pria dan wanita sebagai
pasangan suamiistri-dengan-tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.
Undang-Undang-Nomor 1-Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah
peraturan yang mengatur tentang perkawinan.di indongsia. Namun, dalam
konteks agama- Islam,” perkawinan. memiliki makna yang lebih luas dan
mendalam. Perkawinan-dalam agama Islam dipandang sebagai salah satu
institusi yang penting dan dianggap sebagai bagian dari fitrah (sifat dasar)
manusia. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan
manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keterikatan dengan
pasangan hidup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.
Perkawinan dalam agama Islam merupakan ikatan sah antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami dan istri.



Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang
bahagia, memperoleh ketenangan, saling mencintai dan saling memberikan
dukungan dalam mencapai kebaikan dan kesuksesan di dunia serta
kebahagiaan di akhirat. Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan
yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak
dengan objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau
penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak yang
berperkara.?

Amar putusan harus jelas, ringkas rumusannya, dan tidak multi tafsir.
Amar putusan yang tidak jelas, kabur-dan multi tafsir,\akan menyebabkan
objek sengketa, tidak (dapat dieksekusi karena ‘dapat membuat pelaksana
eksekusl menjadi ragu,-sehingga hasit pelaksanaan.eksekusi juga diragukan.
Padahal watak ketentuan hukum: adatah harus jelas dan pasti pengertiannya
dan tidak multi tafsip dantidak meragukans

Pengalaman telah™ memberi_ isyarat, bahwa ‘pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan.setalu_mengandung corak atau cara penyelesaian yang
bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat
pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hampir setiap

® M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), him. 811

* Drs. H. Sarmin, M.H., Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah
Milik Tergugat , disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama sekoordinator
Bojonegoro, taggal 14 Juni 2013.



eksekusi memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan
pengkajian dan profesionalisme.”

Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan
masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan
dunia penegak hukum. Dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum
tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis
dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti
harta bersama yang seharusnya dibagi.antara suami istri yang telah bercerai
ternyata telah dipindahtangankan secara. sepihak;~Sementara itu ketentuan
eksekusi tidak mengatur tata cara: secara: khusus' melakukan eksekusi
pembagian harta -bersama yang ohjeknya’telah dipindahtangankan kepada
pihak ketiga. Ketentuan eksekusi hanya mengatur.secara umum saja. Hal
demikian, tentu.akan mempersulit-bagr pengadilan, yang akan melakukan
eksekusi terhadap.objek yang demikian.

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten di provinsi
Aceh yang terletak-di tengah-tengah provinst danimerupakan kabupaten yang
ada di dataran tinggi Gayo. Permasalahan Eksekusi harta Bersama setelah
perceraian sudah banyak terjadi di Kabupaten Bener Meriah, penguasaan
harta bersama secara sepihak menjadi salah satu faktor terjadi nya gugatan
yang menjadi dasar terjadi nya eksekusi harta bersama.

Permasalahan Eksekusi terhadap objek Harta Bersama pernah terjadi

di desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. kabupaten Bener

® M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: PT
Gramedia, 1989), him. 220.



Meriah pada tahun 2021 dengan putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str,
dimana pihak istri bernama Sastri Dalila binti Aliaman, dengan pihak suami
bernama Riduan bin Sapuan, yang sepakat bercerai pada tahun 2021 dengan
Akta Cerai No. 167/AC/2021/MS.Str tanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan
oleh Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; setelah cerai Sastri
Dalila binti Aliaman menggugat Riduan bin Sapuan, atas objek harta bersama
di dusun Mulo Ara dengan objek sengketa dengan 1 (satu) tapak rumah, dan
kebun kopi seluas 2 (dua)-hektarterletak Pantan Lues, kampung penosan jaya.
Dari permasalahan yang telah dibahas di atas. Maka peneliti tertarik
mengkaji-lebih lanjut apa faktor dan penyebab terjadinya eksekusi harta
bersama yang.terjadi/di-Kabupaten Bener Meriah, sehingga peneliti tertarik
untuk mengambil judul : EKSEKUSIEHARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIANDI DESA GELUMPANGWIH TENANG UKEN KEC.
PERMATA KAB? BENER'MERIAH.
. Rumusan Masalah
Dari latar-belakang di atas, Maka penulis mengambil Rumusan

Masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Hukum Hakim Eksekusi Harta Bersama Yang dilakukan di
Desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab Bener Meriah ?

2. Apakah Faktor dan Penyebab Eksekusi Harata Bersama di Desa
Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab Bener Meriah ?

3. Apakah Upaya yang dapat dilakukan Agar Tidak Terjadi Eksekusi Harta

Bersama ?



C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian
a. Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan judul yang dipilih “Eksekusi Harta Bersama yang
dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab.
Bener Meriah”, maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum
Perdata, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Bener

Meriah.

b. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan Ruang Lingkup‘penelitian di.atas maka yang menjadi
tujuan/penelitian.ini adalah':
1.Untuk menjelaskan apa. Dasar ‘Hukum_ Eksekusi Harta Bersama yang
dilakukan,di Desa. Gelumpang Weh-Tenang Uken, Kec. Permata, Kab.
Bener Meriah.
2.Untuk menjelaskan apa faktor penyebab Eksekusi Harta Bersama yang
dilakukan di"Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab.
Bener Meriah.
3.Untuk menjelaskan apa Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi
eksekusi harta bersama.
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :
a). Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan
sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan
dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya perlindungan

hukum terhadap transportasi konvensional, serta bermanfaat bagi



mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai
Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh

Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah.

b) Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran
informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat,
guna memberikan jawaban mengenai Eksekusi Harta Bersama yang
dilakukan di Desa: Gelumpang \Weh.Tenang Uken, Kec. Permata, Kab.
Bener Meriah.

D. Metode Penelitian

Metodologi+ merupakan,, suatu/ cara, untuk. mengumpulkan data,
merealisasikan data dan menyusun data sebagat suatu kebulatan. Penelitian
merupakan bentuk-ungkapan dari rasa ingr-tahu yang.dilakukan dalam bentuk
atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Pepelitian.ini dilakukan dengan sebuah
rasa percaya akan objek yang.menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari
tahu sebab akibat yang timbul atau-terjadi pada objek penelitian.®

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun
pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan

manusia yang dipadukan secara teratur.

¢ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,,
2007, him .27-28.



a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut
dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.” Penelitian
yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap
peristiwa hukum tertentuyang terjadi dalam masyarakat.® Atau dengan kata
lain yaitu suatupenelitian yang dilakukan terhadap.keadaan sebenarnya atau
keadaan nyata yang.terjadidimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui
dan menemukan-fakta fakta dan data yang.dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang
pada akhirnya.mentju pada penyelesaian masalah®
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan hukum yang. peneliti gunakan yakni pendekatan
kualitatif, yakni-.dengan penggunaan -berbagai fakta lapangan ketika
wawancara atau perilaku nyata saat observasi terhadap objeknya. Sehingga

pendekatan ini berguna dalam mengetahui berbagai aspek hukum yang

" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 2012, him. 126

& Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, him 134

% Bambang Waluyo,Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him,27
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dalam masyrakat secara melihat peraturan yang tercantum dalam undang-
undang.
c. Lokasi dan Populasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini diselenggarakan di wilayah hukum Kabupaten
Bener Meriah.
2. Populasi Penelitian
Populasi adalah-wilayah-generalisasi yang terdiri atas objek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari.dan kemudtan ditarik-kesimpulannya.
a. Responden
Adalah, sumber-sumber data yang akan di tanyai mengenai
Eksekusi” Harta ‘Bersama Oleh -Mahkamah<Syariah Simpang Tiga
Redelang Terhadap Rutusan Secara Sukaréla. Yaitu :
1. Pengugat
2. Tergugat
3. Keluarga Tergugat

4. Keluarga Pengugat
5. Kepala Desa

b. Informan
Adalah orang-orang yang akan di wawancarai langsung untuk
memberikan jawaban atas sebuah permasalahan Eksekusi Harta
Bersama Oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Terhadap
Putusan Secara Sukarela.. Yaitu :

a. Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong (1 Orang)
b. Kepala Desa Geumpang Weh Tenang Uken (1 Orang)
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d. Sumber Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber
dari 2 (dua) sumber yaitu ;

a. Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung
yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang
diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap
narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau
kelompok masyarakat. Data primer merupakan data yang diperoleh dari
hasil penelitian empiris, 'yaitu penelitian yang dilakukan langsung
didaldm’ masyarakat.**

b. Data sekunder adalah data yang -diperoleh _dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah.atau materipenelitian.

e. Cara Mengambil Sampel

Sampel adalah-bagian dari_jumlah-dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut . Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk
menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian
suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan
statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga
diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat

menggambarkan keadaaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain

19 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta,1986, him. 7
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harus representatif atau mewakili. Sempel sebagai informan merupakan
pihak yang di wawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian,
melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai

bahan penting dalam penelitian ini.

Cara Pengumpulan Data
Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan
dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan
dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan
agar permasalahan dalam perelitian-itu dapat dipecahkan. Pada penelitian
ini jenis data yang dikumpulkan dibagermenjadi dua jenis data yaitu data
yang bersifat’ primer dan-data yang. bersifat 'sekunder dengan teknik
pengumpulan-data‘sebagai berikut.:
a. Wawancara
Wawancara adalah_prosesstanya jawab,dalam penelitian yang
berlangsung.-secara.lisan dalam mana dua-orang atau lebih bertatap
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan- keterangan.**
Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan
menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan

(sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan

him 81

! Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001,
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dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah
pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang
diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara
atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau
kelompoknya secara terbuka.*?
b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada
penelitian sehingga penulis 'menogetahui keadaan yang sebenarnya
terjadi pada Eksekusi Harta Bersama Oleh Mahkamah Syariah Simpang
Tiga/RedelonOnT erhadapsPutusan-Secara-Sukarela:

g. Cara menganalisa/data

Analisis data adalah-tpaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan ', datas* mengerganisasikan. data,. memwMah-milahnya menjadi
satuan- satuan.yang dapat dikelola, mencari.dan menemukan pola, dan
memutuskan. apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan
peneliti melakukan analisis data adalah-untuk menyederhanakan data
sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

Data yang diperoleh merupakan data tatanan yang dianalisis secara
analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan
dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Penarikan kesimpulan

secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum

12 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta, Bandung, 2014, him. 384
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menjadi hal yang bersifat khusus. Sedangkan secara induktif adalah
menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari

pengetahuan yang khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.
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BAB 11

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

1. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi
a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering,
dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Secara terminologis~eksekusi adalah-.melaksanakan putusan (vonis)
pengadilan yang télah mempéroleh kekuatan fittkum tetap.™

Pasal 29Undang-Undang Nemor 427 Fahun\1999 tentang Jaminan
Fidusia, Eksekusi adalah Relaksanaanttitel eksekutorial oleh Penerima
Fidusia, berarti eksekusi-langsung-dapat ‘dilaksanakan tanpa melalui
pengadilan .dan “bersifat  final  serta tunengikat para pihak untuk
melaksanakan putusan tersebut.

Pengertian Parate eksekusi+-menurut Bachtiar Sibarani adalah
melakukan sendiri elksekusi tanpa bantuan atau.campur tangan pengadilan
atau hakim.* Sedangkan Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya
dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang
menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang

dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya

3 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari’ah, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him 142

!4 Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.
15, No. 8, (September 2001): him,144-145.

15
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bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti,
bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut
secara sukarela.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

a. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,
Pembagian jenis Eksekusi meliputi:
1) Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah
uang.
2) Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum
seorang,melakukan sesuatu periguatan.
3) Eksekusi/Riil yang dalamypraktek banyak dilakukan tetapi tidak
diatur datam HIR.
b. Berdasarkan obyeknya, Eksekusrdibedakanmenjadi :
1) Eksekusi Putusan Hakim.
2) EkSekusi Benda Jaminan.
3) Eksekusi‘Grasse Aktax
4) Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban.
5) Eksekusi Surat Peryataan bersama.
6) Eksekusi Surat Paksa.

c. Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi :
1) Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak

yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
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2) Eksekusi Riil
Eksekusi Riil eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan
hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada
orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan
secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. dalam

Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. hanya

mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.™

3. Dasar hukum eksekusi

Dasar” Hukum. Eksekusi, yaitu pasal 195-pasal 224 HIR yang
mengatur jalan. pengadilan dan -eksekst yang . Menjelaskan bahwa
pelaksanaan <putusan- pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
dilakukan oleh Ketua -Pengadilan-Negeri yang-memutus perkara pada
tingkat pertama.

Eksekusi dilaksanakan sesuar dengan amar putusan, serta
dibuatkan, ‘Acara Eksekusi. Berita Acara Eksekusi memuat hal-hal
sebagai berikut.

a. Jenis barang yang akan di eksekusikan

b. Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusikan.

c. Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi.

d. Penegasan dan keterangan pengawas barang.

e. Penjelasan Non Bevinding bagi yang tidak sesuai dengan amar

putusan.

'3 https://pn-kediri.go.id/eksekusi-riil/, Di akses pada tanggal 29 mei 2026, pukul 16.10

WIB
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f. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan.
g.Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi. Berita
Acara Eksekusi ditandatangani oleh petugas eksekusi, 2 (dua) orang
saksi, kepala desa dan tereksekusi.
4. Azas Eksekusi
Azas Eksekusi Ada beberapa azas dalam eksekusi, yang harus
dipenuhi dalam setiap menjalankan eksekusi. Azas yang dimaksud adalah
a. Putusan yang hendak dijalankan harus telah berkekuatan hukum tetap
Putusan yang hendak .dimintakan eksekusi harus sudah
berkekuatan hukumetetap. Putusan yang belumiberkekuatan hukum
tetap tidaksbisaldyjalankan, kecual
1) |Pelaksanaan putusaniebih.dahulu (iutvoerbaar bij voorraad)

Pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) /RBg memberi hak
kepadapenggugat untuk mengajukanpermintaan agar putusan dapat
dijalankan eksekusinya lebih-dulu; sekalipun terhadap putusan itu

2) Pelaksanaan putusan provisi.

Pelaksanaan  terhadap putusan  provisi  merupakan
pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau
tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan
(dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Undang-
undang seperti yang diatur dalam pasal 180 (1) HIR atau pasal 191

(1) RBg maupun pasal 54 Rv, memperbolehkan menjalankan
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pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan
pokok perkara.
3) Akta perdamaian.

Bentuk pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR atau
pasal 154 RBg. Menurut pasal ini, selama persidangan berlangsung,
kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran
hakim maupun inisiatif kedua belah pihak. Sifat akta perdamaian
yang dibuat.~di _persidangan-.mempunyai kekuatan eksekusi
(executorial kracht) seperti putusan yang.telah berkekuatan hukum
tetap.

4)\Eksekusi terhadap grose akta.

Pengecualian’ Iain -yang diatur dalam undang-undang ialah
menjalankan eksekusi terhadap-grose akta, baik grose akta hipotik
maupun-grose.akta pengakuan hutang; sebagaimana diatur dalam
pasal'224 HIR atau pasal 258 RB0. Menurut pasal ini eksekusi yang
dijalankan. ialah memenuhi isi-perjanjian yang dibuat oleh para
pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian
eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.*®

b. Putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh tergugat.
Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru

merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau

18 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009,
him 214-215
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menjalankan atau memenuhi isi putusan secara suka rela. Jika pihak
yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara suka rela,
tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan
antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan
putusan secara eksekusi.*’

c. Putusan yang akan dijalankan bersifat condemnatoir.

Putusan yang bersifat condemnatoir adalah putusan yang
mengandung tindakan“penghuktman” terhadap diri tergugat. Pada
umumnya putusan yang bersifat-condemnateir terwujud dalam perkara
yand / berbéntuk .contentiosa.”® Putbisan “yang tidak bersifat
condemnatoir, tidak bisa dimintakan eksekusi, seperti putusan yang
bersifat:declaratoir atau constitutive. 'Sebab.kedua jenis sifat putusan
tarsebut tidak'memertukan pelaksanaan:

d. Menjalankan putusan asas perintah dan di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan tingkat pertama

Berdasarkan keteptuan pasal-195.ayat (1) HIR atau pasal 206
ayat (1) RBg, eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan
Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan
pertama kali. Jadi meskipun terhadap putusan banding atau kasasi, yang
menjalankan putusan banding atau kasasi tersebut adalah pengadilan

tingkat pertama yang dahulu memeriksa dan memutuskannya. Apabila

" Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1989, him. 9
' 1bid, him. 11
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objek eksekusi, baik seluruh atau sebagian di luar wilayah pengadilan
yang memeriksa dan memutus pertama kali, maka ketua pengadilan
tersebut meminta bantuan pengadilan tempat objek eksekusi. Kemudian
dalam tempo dua kali dua puluh empat jam (dua hari) ketua pengadilan
yang dimintai bantuan tersebut melaporkan kepada ketua yang meminta
bantuan mengenai jalannya eksekusi dan hasilnya.®
2. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama
1. Pengertian Harta Bersama Menurut-Hukum Islam
Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum.Islam Dalam kitab- kitab
figih tradisional, ‘harta bersama diartikan®sebagai \harta kekayaan yang
dihasilkan oleh~suami.istri\selamas mereka dilkat oleh tali perkawinan
atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa hartabersama itu adalah harta
yang dihasilkam dengan jalan syirkah-antara suami istri sehingga terjadi
percampuran harta yang satu dengan.yang dain dan tidak dapat dibeda-
bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 32
dimana dikemukakan-bahwa bagi semua. laki-laki ada bagian dari apa yang
mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka
usahakan pula.?°
Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 “Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh

suami istri selama dalam ikatan perkawinan”. Hal itu diatur dalam Pasal 35

9 1bid, him.15
2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Kencana Prenada Media,
Jakarta, 2006, him,109
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai
berikut:
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.?
2. Pengertian harta bersama menurut Kampilasi Hukum Islam
Pada Kompilasi Hukum Islam. pengertian harta bersama sejalan
dengan pengertiantharta bersama dalam UU- No. 1\Tahun 1974 Pasal 35
yaitu ‘harta benda yang diperoleh suamiistri_selama/ berlangsungnya
perkawinan. “Pasal. 85 KHI disebutkan ‘adanya< harta bersama dalam
perkawinan itu-tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 . Ayat (1) disebutkan “Pada
dasarnya suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan-hukum atas harta bersama.atau harta bawaan masing-
masing.".??
3. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.
Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah
semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan. baik

harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari

2! Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2008 , him
56- 57

%2 Saekan, Erniati Efendi, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Arloka, Surabaya 1997,
hlm,75.
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harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, Harta pencaharian hasil
bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya di pengaruhi
oleh prinsip kekerabatan yang dianut suami istri setempat dan bentuk
perkawinan yang berlaku terhadap suami istri setempat dan bentuk
perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.?®

4. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu
ikatan perkawinan, harta kekayaan-yang.dimiliki suami secara otomatis
disatukan dengan yang dimiliki istri.

Penyatuanharta iniesah dan. tidak bisa diganggu gugat selama
perkawinan tidak berakhir akibat percerafan,atau. kematian/ Suami istri dapat
sepakat untukitidak menyatukan harta-kekayaan wereka dengan perjanjian
di depan notarisisebelum perkawinan:.

5. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Undang-Undang-Nemor 1 Tahun-1974 tentang Perkawinan:
1) Pasal 35 ayat-(1): Harta-benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama.
2) Pasal 35 ayat (2): Harta bawaan, hadiah, atau warisan berada di bawah
penguasaan masing-masing pihak.
3) Pasal 36: Suami/istri dapat bertindak atas persetujuan bersama

mengenai harta bersama.

% Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
2005, him, 171
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4) Pasal 37: Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing (agama, adat, atau hukum
lain).

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1) Pasal 85: Harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta
bawaan.

2) Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua
(50%) dari harta bersama;-sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian_perkawinan.,

c. Kitab’'Undang=Undang Hukum Rerdata’(KUHPexdata):

1) Pasal 119: Pasal-ini ‘menyatakan sejak’ perkawinan dilangsungkan,
demi hukum terjadipersatuan harta Secarabulat antara suami dan istri.
Axtinyay seluruh, harta -bawaan~dan ' harta yang diperoleh selama
pernikahanimenjadi.satu dan digabung.umenjadi harta bersama

6. Pembagian Harta Bersama
Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan
yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak
faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan
sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik
adalah dengan cara perceraian.?*
Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut

telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan

24 Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan
Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Akademika, Vol. 9, No. 2, 2015, him. 45.


https://www.google.com/search?q=Kompilasi+Hukum+Islam+%28KHI%29&oq=dasar+huku+harta+bersama&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgNGIAEMggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIICAYQABgWGB4yCAgHEAAYFhgeMggICBAAGBYYHjIHCAkQABjvBdIBCTUyMjFqMGoxNagCDLACAfEFVxguaGFk1q8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAY_RVf7O3eyApR5anXMYeCch1A8KcJtlvrZ_SvcvpQqNe8Jp9UkAy3I_lw5nKQXk9p2hG1AUb-20PCpCtRVareq0uxZIiGk_11QvJGG0PWqYKASOhzE_wC2M3elW2M0tE&csui=3&ved=2ahUKEwiv2e2T37eTAxVV4TgGHbCnL3oQgK4QegYIAQgDEAE
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seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama
perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah
yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta seuharkat, hal ini sangat
penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan
bersama.?

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan,
perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas
keputusan Pengadilan. Putusnaya perkawinan karena kematian sering disebut
oleh masyarakat dengan ‘istilah  “eerai mati”, Sedangkan putusnya
perkawinan karena. perceraian adardua sebutan yaitn, “cerai gugat” dan
“cerai| talak”  Putusnya- perkawinan karena atas keputusan Pengadilan
disebut “ceraibatal®’

Apabila+ perkawinan  putus akibat, perceraian maka muncul
permasalahan antara lain._mengenal- pembagian harta bersama yang
pengaturannya. menurut hukumnya.masing-masing yakni hukum agama,
hukum adat, dan..hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika
terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri
selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-
beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum

adat.?®

% Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang

Perkawinan Dan KUHPerdata, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4, 2017, him. 8

%8 1bid
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Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak
harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta
mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat
memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang
baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta
yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai
mati atau perceraian. Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan
pembagian secara sembarangan, tetapl pembagian harta bersama memiliki
aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang.Perkawinan, serta diatur
di dalam Kompilasi. Hukum-islam; di. mana pembagian harta bersama itu
dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan ‘Agama yang harus dihadiri
oleh kedua bélah pihak yangbersangkatan (Sttami=lstri)

Pembagian “harta “bersama akibaty dari, adanya’ perceraian, cara
pembagiannya biasanya adalah dengan- membagi rata, masing-masing
(suami dan istri) mendapat ¥ (setengah) bagtan dari harta gono gini tersebut.
Hal ini sesuai dengan-ketentuan.dalam Pasal.97 KHI dan selaras dengan
ketentuan dalam KUH Perdata.?® Percampuran kekayaan adalah mengenai
seluruh activa (harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang
dapat dinilai dengan uang) dan passiva (saham atau kekayaan yang tidak
memberikan keuntungan). Percampuran ini bisa mencakup harta bawaan

dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan yang akhirnya menjadi harta

" Eni C. Singal, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat

Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5, 2017,

him. 2

2 1bid, him. 2



27

bersama. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah
selama menjadi kesepakatan antara suami istri.*

Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi
perselisinan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada
perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing
pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta
perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam
pembagian harta bersama berdasarkan-putusan pengadilan. Inilah cikal
bakal terjadinya perselisihan hata hersama.” Pembagian harta bersama
bagusnya/dilakukan secaraadil, sehingga tidak - menimbulkan ketidakadilan
antaraimana yang merupakan hak suami-dan:mana hak isteri. Menurut Erna
Wahyuningsih.dan Putu Samawati, menjelaskan bahwa cara mendapatkan
harta bersama,-sebagai berikut ; Pembagian harta bersama dapat diajukan
bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta
bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan
dalam “posita” (alasan-mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta
disebutkan dalam petitum (gugatan). Pembagian harta bersama diajukan
setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta
bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke

pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri. Untuk non-Islam gugatan

%% Sri Hariati dan Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus

Perceraian The Injus tice Of Distributing Marital Property, Jurnal 1US Kajian Hukum Dan
Keadilan, Vol. 1, No. 3, 2013, him. 2
% Ibid
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pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal
termohon.*

Dilihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara
pembagian harta bersama, maka ketika terjadi perceraian pembagian
hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami
istri tersebut beragama islam, maka pembagaiannya secara Hukum Islam
dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam_dan apabila~.suami istri non muslim maka
pembagiannyaménganut.hukum perdata atatl Hiikum adat.

Pertimbangan bahwassuami atau istri- berhaksyatas separuh harta
bersama adalah-perdasarkan\peran yang dimaifikan baik/oleh suami atau
istri, Sebagalrpatners yang--saling melengkapi.dalam upaya membina
keutuhan\dan kelestarian Kefuarga:>>

Pasal 37 Wndang-Undang Nomor % Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum~lIslam (KHI) dinyatakan bahwa
apabila perkawinan putus baik karena pereeraian maupun karena kematian,
maka masing-masing suami istri mendapat separuh dari harta bersama yang
diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal

9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi

%! Bernadus Nagara, Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, 2016, him. 2

%2 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun

1989, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, him, 279.

33 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Ul Pres,:Yogyakarta, 2000, him, 78
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perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan
setengah bagian dari harta bersama mereka.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah
gono-gini atau harta sebelumnya dilakukan dengan musyawarah atau
perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan
atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara terbaik
untuk penyelesaian. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat
ditempuh melalui putusan. pengadilan agama atau melalui musyawarah.
Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boeleh saja salah satu pihak
mendapatkan persentase lebih besar-ataupun-lebih kecil dari yang lain,
tergantung dari‘kesepakatan dan tanpa adanye ufsur keterpaksaan.®

3. Tinjauan Umum.Tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian

Perceraian Jadalah-putusnya suatu perkawinan yang sah di depan
hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
Oleh karena itu perludipahamijiwa dari-peraturan mengenai perceraian itu
serta sebab akibat-akibatyang mungkin timbul setelah suami-istri itu
perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan
yang mendasari putusnya perkawinanitu serta sebab-sebab apa terjadi

perceraian.

% Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, Citra Umbara: Bandung, 2010, him, 267
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Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan,
baik itu suami, karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun
karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat
taklik talak. Meskipun dalam ajaranagama Islam, perceraian telah dianggap
sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan
didepan pengadilan.Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban
yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.*®

Di mata hukum; perceraian. tentu tidak bisa terjadi begitu saja.
Artinya, harus~ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk
melakukan sebuah perceraian. ttu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan
yang notabene berwenang memutuskan,apakah sebuah perceraian layak atau
tidak untuk dilaksanakan.-Fermasuk-segala“keputusan yang menyangkut
konsekuensi terjadinya perceraian, Jjuga..sangat. ditentukan oleh alasan
melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuhianak, kewajiban mantan suami
kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian.adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan
Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa
perceraian Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk
Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang
memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi

perceraian.

% Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017, him. 17
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Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah
apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya
perselisinan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan,
atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung
jawab sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur gugatan
perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang
mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh
pihak istri (disebut cerai gugat).-Kemudian dalam mengajukan gugatan
perceraian,yang juga harus' diperhatikan adalah pengadilan mana yang
berwenang untuk<menerima-gugatan. tersebut, untuk selanjutnya memeriksa
perkara' percerajan (yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya
(peradilan umum atau peradilanagama).

. Dasar Hukum.Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Talak
(perceraian) diantaranya:

a. Dasar al-Qur'an,.meliputi:

1) Dalam surat Al-Bagarah ayat 227

4 g <

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui.” (Q.S. Al-Bagarah: 277).
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2) Dalam surat Al-Bagarah ayat 229

B e’ﬁ dai 603 bl & i J\ Cig iy dlalh 65 ’d.Ua]\
oAl g 8 o0 3,4 5 Gy a5 0

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma 'ruf'atau menceraikan dengan cara
yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari
sesuatu.yang-telah _kamu berikan kepada mereka, kecuali
kalat-keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Atlah., Jika kamu.khawatir bahwa keduanya
(suami 1stri) tidak dapat-menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas-keduanya tentang bayaran yang
diberikan-oleh istrt untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka jangantah kamu melanggarnya. Barang
siapa”yang melanggar .hukumhukum Allah mereka itulah
orang-orang.vang zalim. ” (@4S. 4[:Baqarah: 229).

3) Dalam surat'Al<Talag-ayat 1
AU SR G ol s AL 1y 2Dy

B sl Gil o) Sl g a0y by (e (h AR 60 &)

|5l &l

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-
hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-
hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang
kali Allah mengadakan sesuda# itu suatu hal yang baru.”
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3. Macam-macam Perceraian
Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat

putus karena:

1) kematian;

2) perceraian; dan

3) atas keputusan pengadilan.

Perceraian ditinjal.dari segi_keadaan istri pada waktu talak itu
diucapkan olehssuami, ada dua macam yaitu:

1) Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada
istrinya, istri tidak dalam keadaan/haid dan dalam masa itu belum pernah
dicampuri-eleh istrnya.

2) Talak Bid'iy-alah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya
yang dalam keagdaan istri.sedang dalamkeadaan haid atau dalam masa suci
namun dalam waktt itutelah dicampuri'oteh suaminya.®

Perceraian.ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi
dua macam, yaitu

1) Talak Sarih, ialah talak yang di ucapkan dengan lafadh yang jelas
maknanya tentang perceraian.

2) Talak Kinayah, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau

dengan melalui sindiran.*’

% Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, him. 130
% H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim, him. 211
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Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu
yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun
tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan
mengutus utusan.*®

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya
dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak Raj'i Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada
istrinya tanpa melalui-akad nikah-baru,.selama istrinya masih dalam masa
iddah.*

2) Talak Ba’in Yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan
perkawinan baru walaupun, dalam: masa.iddah, seperti ‘Talak yang belum
di senggamai.*®’Selanjutnya Talak ba’inffiga ‘dibagi menjadi dua bagian
yaitu:

a) Talak ba’in sughra:Talak yang.telah dijatuhkan oleh suami kepada
istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan
baru.

b) Talak ba’in kubra Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami
untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah
maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang
mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika

memenuhi syarat-syarat yaitu:

% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, terjemahan, him. 27
% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan., him. 220
0 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, him. 198
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(1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain
(2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
(3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
(4) Telah habis masa iddahnya.**
Bentuk-bentuk perceraian Ditinjau dari segi tata cara beracara di
pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:*?
1) Cerai Talak ialah-putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan
dinyatakan-kehendaknya itu dengan ucapan-tertentu yang dikehendaki
suami.

2) Ceral Gugat 1alah/putusnya perkawinan,dengan gugatan perceraian yang
dilakukanzolehyisiri.

. Faktor Penyebah Perceraian

Terhadap~ketentuan_yang termuat didalam  pasal tersebut diatas,
khususnya ayat 2 Undang-undang Perkawinan No: 1 Tahun 1974 serta pasal
19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan-Undang-undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan
atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

“* 1bid, him. 199
2 Ahmad, Rofig, Hukum Islam di Indonesia ,him. 296
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, him. 197
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peng aniayaan yang berat yang
membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat-cacat-badan.atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. atau istri.

f. Antara.suami dan.istri terus'menerus terjads perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada-harapan-akan,hidup ruken lagi‘dalam rumah tangga.



BAB Il
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Eksekusi Harta Bersama

Majelis hakim pada Mahkamah Syariah Bener Meriah telah
mengupayakan perdamaian dan mengajukan agar penggugat dan tergugat, dapat
menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154
ayat (1) R.Bg. yang berbunyi “ bila hari yang telah di tentukan para pihak datang
menghadap, maka mahkamah . Syariah dan perantara  berusaha
mendamaikannya”.

Perma/No.1 Tahui=2016 Tentarng<Mediasi, ‘Pasal 3 ayat (1) “Setiap
Hakim, Mediator, Para pihak dan /ataukuasa.hukum waji mengikuti prosedur
penyelesaian sengketa melalui mediasi’~Pada pasal 4 ayat (1) kembali di
jelaskan bahwa *Semua sengketa ‘perdata yang di. ajuakan ke pengadilan
termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak
berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajip terlebih dahulu
diupayakan penyelesaian melaluai mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Akan tetapi jalur perdamaian tidak menemukan titik temu sehingga tidak
berhasil maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar
adanya harta Bersama adalah berdasarkan pertimbangan:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
jo. Pasal 1 huruf f kompilasi hukum islam yang berbunyi “maka yang di

maksud dengan harta Bersama atau syirkah adalah semua harta yang di

37
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peroleh dalam perkawinan baik di peroleh secara diri sendiri maupun secara

Bersama suami istri tampa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun,

pasal ini menegaskan prinsip percampuran kekayaan yang bersifat terbatas

dalam perkawinan di Indonesia khususnya bagi umat islam:

a) Otomatis menjadi milik Bersama karena semua yang di peroleh setelah
menikah adalah milik Bersama.

b) Keadilan dalam kontribusi hukum yaitu mengakui kontribusi kedua
belah pihak dalam rumahtangea. baik mencari nafkan, maupun
mengurus” rumah_tangga sehingga hasil™di peroleh menjadi milik
Bersama

c) Harta pribadi tetap,ada\kanena adanyaharta Bersama tidak menghapus
harta pribadi baik itu-harta bawaan, ‘Warisan, /hatliah masing-masing
suami istri. Ketentuan ini menjadt penting dalam penyelesaian sengketa
harta. jika-terjadi perceraian atat pembagian waris,dimana harta
bersamabiasanya di bagi rata antara suami dan.istri masin-masing dapat
satu per dua..Sesual keteptuan pasal-97 KHI.

2. Pasal 91 ayat (2) kompilasi hukum islam,yang menyatakan bawa “ harta
Bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak, dan surat-surat berharga”. Pasal 37 Undang-Undang nomor 1
tahun 1974, yang menyatakan bahwa bila “perkawinan putus karena
perceraian harta Bersama di atur menurut hukumnya masing-masing”. Dari
perkara pasal-pasal tersebut di hubungkan dengan fakta dalam perkara a quo

bahwa para pihak beragama islam, dengan demikian menurut majelis hakim
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pembagian harta Bersama dalam perkara a quo di dasarkan pada hukum
islam incasu kompilasi hukum islam. Dan berdasarkan

Pasal 45 ayat (2), 47,48,49, dan 50 kompilasi hukum islam di hubungkan
dengan pengakuan para pihak telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak
ada perjanjian pemisahan harta Bersama atau harta syrikat, dengan
demikian menurut majelis hakim para pihak tidak pernah mengadakan
perjanjian pemisahan harta Bersama atau harta syrikat.

Peraturan Mahkamah-Agung (PERMA-RI) nomor 1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi, maka majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan
tergugat bahwa persidangan perkara-ini perlumelewati proses mediasi, oleh
karena itu penggugat dan tergugat di perintahkan memilih mediator, baik
mediator dati hakim vyang' telah di sedigkanweleh mahkamah syari’ah
ataupun, mediator dari, luar hakim:mahkamah syari’ah’ yang di pilih oleh
penggugat dan.terugat,

Pasal 35 Undang-Undang perkawinan 1974 ada 2'(Dua) jenis harta Bersama
dalam pernikahan. Pada harta Bersama ini, 'baik pasangan suami istri
keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan
menggunakannya. Tampa kesepakatan keduanya, suami atau pun istri tidak
di benarkan melakukan Tindakan atau perbuatan hukum atas harta benda
tersebut dan

Pasal 97 KHI mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak
seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam

perjajian perkawinan. Intinya, intinya selama tidak ada perjanjian pisah



40

harta, maka seluruh harta yang di peroleh setelah pernikahan di anggap harta
Bersama, meskipun penghasilannya hanya dari satu pihak.**

Dalil Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan
harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bahwa penguasaan
sepihak oleh mantan suami (Tergugat) adalah tidak sah. Secara hukum, tindakan
tersebut tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan bersama. Pasca
perceraian, harta bersama belum otomatis menjadi milik pribadi siapa pun
sampai dilakukan pembagian metalui-putUsan pengadilan atau kesepakatan sah.
Maka, Penguasaan harta bersama secara sepihak adalah perbuatan melanggar
hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan” hasil.wawancara , kepada: Majelis hakim, Pertimbangan
Hakim dalam mempertimbangkan perkara int"dengan melihat hal-hal sebagai
berikut dan' menggunakan 2" dasar hukum, yaitu Asas Perlindungan Harta
Bersama: Hakim merujuk pada Pasal 97.-KHI yang menyatakan bahwa janda
atau duda akibat ecerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain _dalam perjanjian Perkawinan, maka adalah
pantas dan beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan memohonkan
pembagian harta bersama. Untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, dan
adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan, menjual

dan memindahtangankan objek gugatan kepada pihak ketiga, maka pantas dan

* Irwan, Hakim Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 05
Oktober 2025, pukul 11. 45 WIB.
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beralasan hukum Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir
beslag) atas objek gugatan.*

Hal ini kami lakukan untuk menjaga keutuhan objek sengketa agar tidak
berpindah tangan selama proses hukum berlangsung, sehingga apabila putusan
telah berkekuatan tetap eksekusi dapat dilaksanakan tampa adanya hambatan
dari pihak ketiga.*®

B. Faktor Penyebab Eksekusi Harta Bersama di Desa Wih Tenang Uken,
Kecamatan Permata. Kabupaten.Bener Meriah.

1. Perceraian
Faktor utama terjadinya eksekusi harta“bersama merupakan hasil
dariterjadinyayperceraian yang‘.memutus~hubungan, suami-istri. Yang
mana hasilk dari/ perceraian - tersebut- mengakibatkan keluarnya Putusan
Mahkamah-Syariah Bener Meriah yang menyatakan harta bersama harus
dibagisetelah’ ikatan perkawinan ‘putus.

2. Tindakan'Sepihak Dari Pihak-Tergugat

Pada perkara Harta Bersama yang terjadi di Desa Wih Tenang Uken,
Pihak tergugat menguasai-Objek-Harta Bersama secara sepihak yang
mengakibatkan kerugian bagi pihak pengugat karena tidak dibagi nya
Harta Bersama secara adil. Penguasaan Harta Bersama tersebut dilakukan
tanpa persetujuan pihak Pengugat. Menurut Pengugat objek yang di kuasai

oleh pihak Tergugat masih merupakan bagian dari Harta Bersama yang

** |Irwan, Hakim Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 05
Oktober 2025, pukul 11. 50 WIB.

*® Irwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan
pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB


https://www.google.com/search?q=Perceraian&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
https://www.google.com/search?q=Tindakan+Sepihak&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
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harus dibagikan pasca perceraian, namun pihak Tergugat malah sungkan
untuk membagi harta Bersama tersebut dan ingin menguasainya secara
sepihak saja.*’

Sebelum terjadinya eksekusi harta Bersama tersebut Penggugat
pernah mendatangi dan mengajak tergugat untuk menyelesaikan
permasalah tersebut secra kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak mau
dengan ajakan tersebut dan tetap ingin menguasaiya secara sepihak saja
bahkan Tergugat mengancam Pergugat mengunakan senjata tajam jika
masih ingin-mempermasalahkan harta Bersama.tersebut, justru karena hal
ini Pepggugat akhirnya-memutuskan membawa perkara ini kedalam jalur
hukum guna‘untuk memdapatkan keadilah ddn hak nyai*®

Ketidakpatuhan Putusan (\MWanprestasi)

Pihak-Tergugat yang kalah datamisengketa harta bersama tidak mau
melaksanakan-putusan-pengadilan seeara sukarela terhadap objek Harta
Bersama'yang berada di Desa Wih Tenang Uken, dimana Pengadilan
memerintahkan _agar pihak- Tergugat-meninggalkan objek sengketa.
Namun pihak Tergugat tidak melaksanakan perintah Pengadilan dan tetap
menguasai objek Harta Bersama yang mengakibatkan kerugian pihak

pengugat.

35 WIB.

35 WIB.

*" Sastri Dalila, Pengugat, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2025, Pukul 14.

*8 Sastri Dalila, Pengugat, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2025, Pukul 14.


https://www.google.com/search?q=Ketidakpatuhan+Putusan+%28Wanprestasi%29&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
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Menurut hakim yang menangani perkara tersebut Perintah
Pengadilan sudah jelas bahwa pihak suami/Tergugat harus mengosongkan
objek sengketa, namun pihak Tergugat sampai dengan waktu yang telah
ditentukan tidak mau mengosongkan objek sengketa, sehingga kami dari
pihak Pengadilan melalui juru sita dan pihak kepolisian terpaksa
melakukan eksekusi secara paksa terhadap objek sengketa tersebut.*

Tindakan tegas ini kami ambil sebagai upaya terakhir karena pihak
Pergugat di nilai _seperti-tidak-—memiliki itikad baik untuk mamatuhi
putusan Pegadilan yang telah berkekuatan tetap, hal menunjukan bahwa
Pengadilan harus tetap-menegakan keadian demi tercapainya keadilan
bagi pihak yang memenangkan perkara. ;>

Langkah eksekusi-ini pada dasarnya kami-mengikuti sesuai dengan
ketentuan pasal 197 HIR, yang memberikan kewenangan kepada ketua
Pengadilan Agama untuk melaksanakan sputusan Secara paksa apabila
pihak yang. kalah“itu tidak mau -menjalankan putusan tersebut secara
sukarela.”

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Eksekusi Harta
Bersama.

Pada umumnya upaya utama agar eksekusi harta bersama (gono-gini)

tidak terjadi adalah melakukan pembagian secara kekeluargaan/damai (non-

* Irwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan
pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB.
>0 |rwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal
14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB
5! |rwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal
14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB
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litigasi) atau membuat perjanjian perkawinan. Eksekusi paksa oleh Pengadilan
terjadi jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan Pengadilan yang inkracht.
Terjadinya sengketa Harta Bersama karena ketidakpuasan atau salah satu pihak
tidak mendapatkan keadilan dari pembagian harta Bersama itu sendiri sehingga
salah satu pihak yang dirugikan mengajukan sengketa ke Mahkamah Syariah
Kabupaten/Kota.

Eksekusi Harta Bersama yang terjadi di Desa Wih Tenang Uken karena
salah satu pihak tidak maumematuhi-putusan pengadilan yang memerintahkan
pihak Tergugat untuk mengosangkan atau meningoalkan obyek harta Bersama
yang di sengketakan, sehingga pihak berwajib atas'perintah pengadilan
melakukan eksekusi secara paksa terhadapobjek harta Bersama yang berada di
Desa Wih Tenang Uken tersebut.

Pada Proses Sengketa Harta Bersama sebelum’ terjadinya eksekusi
Harta Bersama ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar eksekusi
terhadap Harta Bersama tidak terjadi diantara nya:

1. Pembuatan Perjanjian Perkawinan-(Pisah-Harta).
Adapun upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadinya eksekusi
Harta Bersama yaitu dengan membuat perjanjian tertulis sebelum atau
selama perkawinan yang mengatur pemisahan harta kekayaan secara tegas,
sehingga tidak ada konsep harta bersama. Perjanjian Perkawinan ini
dilakukan agar saat terjadinya perceraian pemisahan harta sudah dengan

jelas tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak mulai dari harta
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bawaan, harta setelah pernikahan sampai dengan hak dan kewajiban
suami-istri selama masa pernikahan.
Musyawarah Kekeluargaan (Shulhu).

Menyelesaikan pembagian harta secara musyawarah dan
kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan. Hasilnya dapat dituangkan

dalam perjanjian tertulis di bawah tangan atau akta notaris.

Jika terjadi perselisinan dalam pembagian harta bersama, hukum
Islam menawarkan-solusi Al-shulhu. (perdamaian) dan musyawarah
kekeluargaan untuk mencari jalankeluar yang-saling menguntungkan dan
penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perondang-undangan yang
berlaku di‘ Indonesia, .harta bersama dibagi dua antara suami dan istri
setelah perceraian: Syirkah sendiri bermakna pencampuran. Para ahli figih
(fugaha®) mendctinisikannyal|sebagai akad, dua orang yang bersekutu
dalam "modal~dan keuntungan. Dasar hukum disyariatkannya syirkah
sendiri sudah jelas berdasarkan Al-Quran Al-Sunah dan Ijma’. Syirkah,
yang berarti kemitraan atau-Kkongsi,~dibagi oleh para ulama menjadi

beberapa jenis berdasarkan pendapat masing-masing mazhab.

Ulama Syafi’i dan Maliki membagi syirkah menjadi empat jenis
utama: Syirkah Inan, yang merupakan penggabungan harta dan usaha
untuk mendapatkan keuntungan; Syirkah Abdan, kemitraan dalam jasa
atau pekerjaan; Syirkah Mufawwadhah, yang mencakup penggabungan
harta dan usaha serta perolehan lainnya seperti hibah atau hadiah; dan

Syirkah Wujuh, kemitraan berbasis kepercayaan tanpa modal.
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Sementara itu, ulama Hanafi membagi syirkah menjadi dua jenis,
yakni Syirkah Milk, yaitu kemitraan dalam kepemilikan tanpa perjanjian,
dan Syirkah Uqud, yang timbul karena perjanjian usaha antara pihak-pihak

yang terlibat.

Syirkah Uqud ini terdiri dari enam bentuk, yaitu Syirkah
Mufawwadhah bil Amwal, Syirkah 'Inan bil Amwal, Syirkah Abdan
Mufawwadhah, Syirkah Abdan Inan, Syirkah Wujuh Mufawwadhah, dan
Syirkah  Wujuh” nan, vyang masing-masing mengatur bentuk

penggabungan usahadan modalberdasarkan kesepakatan.

Terkait-dengan Syirkah Mufawwadhah,-hanya‘\adzhab Hanafi dan
Maliki yang memperbolehkannya;” sementarad Madzhab Syafi’i tidak
memperbalehkannya. Syirkah  Abdanfstidak diperbolehkan menurut
Madzhab ¢Syaft’i,. “wtetapit  Madzhab, Maliki dan  Hambali
memperbolehkannya dengan syarat pekerjaan yang dilakukan harus sama
jenis dan satu'tempat. Sedangkan dalam Syirkah Wujuh, Madzhab Hanafi
dan Hambali memperbolehkan, tetapi Madzhab Syafi’iyah dan Malikiyah

tidak memperbolehkannya.

Imam Syafi’i tidak memperbolehkan Syirkah Mufawwadhah
(bentuk kerja sama bisnis (perseroan) dalam hukum ekonomi Islam di
mana semua pihak yang terlibat memiliki kesamaan penuh dan mutlak

dalam segala hal),®® karena mengandung penipuan dan ketidaktentuan,

%2 https://share.google/V48vEWu8oThnPojom, Di akses pada tanggal 29 mei 2026, Pukul
16:10 WIB



https://share.google/V48vEWu8oThnPojom
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sementara Syirkah Abdan tidak diperbolehkan karena perkongsian hanya
berlaku pada harta bukan pada tenaga. Meski demikian, Malikiyah dan
Hanabilah memperbolehkan Syirkah Abdan dengan alasan pembagian
Harta Bersama antara suami-istri ketika terjadi perceraian yang

bergantung pada kesepakatan suami dan istri atas dasar musyawarah.

Dari berbagai macam jenis syirkah dan perbedaan pandangan di
kalangan Ulama, serta melihat praktik harta bersama dalam masyarakat
Indonesia, dapat-disimpulkan bahwa-harta bersama ini termasuk dalam
syirkah abdan. Hal inmi dikatakan sebagai syirkah abdan karena dalam
kenyataannya,sebagian besar suami-istri di_masyarakat Indonesia bekerja
bersama-sama untuk memperoleh nafkah sehari-hari, atau jika hanya
suami yang bekerja, istri tetap memilikiy peran besar dalam menjaga
keutuhan Kelwarga.. Dalam“hal|ini, pembagian-harta.syirkah antara suami
istri setelah bercerai dapat dilakukan melalui'perdamaian (al-shulhu) yaitu

berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Mediasi di Mahkamah Syariah.

Jika sengketa masuk ke pengadilan sebelum berlangsung nya
persidangan pihak pengadilan akan melakukan upaya mediasi yang
diutamakan untuk mencapai kesepakatan damai. Jika berhasil, dibuat Akta
Perdamaian (Van Dading) yang memiliki kekuatan eksekutorial sama

dengan putusan hakim, namun lebih adil bagi kedua belah pihak.



48

4. Sita Marital (Sita Jaminan).

Mengajukan sita marital ke Mahkamah Syariah untuk
mengamankan harta agar tidak dialihkan atau dijual secara sepihak oleh

salah satu pihak sebelum ada keputusan hukum tetap.

Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Bener Meriah Sita marital
atau sita jaminan, memiliki tujuan utama untuk membekukan harta
bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak

ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.

Pembekuan “harta’ bersama.di bawah penyitaan, berfungsi untuk
mengamankan atau, melindungi keberadaan‘dan keutuhan harta bersama
atas tindakan yang tidak bertanggung “jaWwab.dari Tergugat.>® Sebagai
pembanding;:dibertkan uraian tentang sita'marital pada perceraian suami-
isteri yang beragama lIslam, yaitu sita maritalvbagi perceraian suami-isteri
yang beragama Islam diatur Pasal-78 huruf ¢ UU No. 50 Tahun 2009
tentang Peradilan-Agama, Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Cara pelaksanaan sita marital dapat kita simpulkan
dari pengaturan Pasal 78 huruf ¢ UU Peradilan Agama Jo. Pasal 95 dan

Pasal 136 ayat (2) KHI, yang secara lengkap mengatur sebagai berikut:**

53 Ahmad Nazif Husainy, Ketua Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara dilakukan
pada tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 09.45 WIB.

** Irwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan
pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.30 WIB.
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1. Pasal 78 huruf ¢ UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan
pengugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk
menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama
suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-

barang yang menjadi hak isteri.

2. Pasal 136 ayat (2) KHI “Selama berlangsungnya gugatan perceraian,

atau permohonan-penggugat atau tergugat, Mahkamah Syariah dapat :

a. Menentukan nafkah yang harusditanggung.oleh suami.

b.\ Menentukan hal-hal ., yang, pert ,untik_menjamin terpeliharanya
barang-barang yang-menjadi hak bersamassuami isteri atau barang-
harangtyang menjadi hak suami @tau barang-barang yang menjadi
hak isteriy” Pasal 95 KHI memungkinkan untuk dilakukan sita
marital oleh“seorang suami/<isteri dalam suatu perkawinan tanpa
melakukan gugatan perceraian. Sedangkan, Pasal 136 ayat (2) KHI
mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang
perceraian. Jadi, berdasarkan Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2)
KHI, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang
suami/isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara
mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama.
Sita marital dimohonkan oleh pihak isteri atau suami terhadap harta

perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan
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untuk memperolen bagiannya sehubungan dengan gugatan
perceraian, agar selama proses berlangsung barang barang tersebut
tidak dialihkan suami.*

5. Pembedaan Harta Bawaan/Warisan.

Memastikan aset berupa warisan atau hadiah yang diperoleh
selama perkawinan dicatat sebagai harta pribadi, bukan harta
bersama.

Harta bawaan-dan harta warisan berbeda utama pada waktu
perolehan dan sumbernya. Harta bawaan.adalah aset milik masing-
masing stiami/istel ssebelum perkawinan, sedangkan harta warisan
adalah harta yang ditenima daripewaris._setelah/ meninggal dunia,
yangikeduanya secara-tiukum-merdpakans-aset pribadi.

Di Bener Meriah pada umumnya harta warisan dari orang tua pihak
suamidan istri dengan harta yang dicari setelah perkawinan di gabungkan

sehingga menimbulkan konflik akibat dart pencampuran harta tersebut.

% Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
Umum dan Perdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), him. 85



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,
maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim pada Mahkamah Syariah Bener Meriah telah mengupayakan
perdamaian dan mengajukan agar penggugat dan tergugat, dapat
menyelesaikan perkara ini-Secara. perdamaian dengan mengacu kepada
pasal 154 ayat (1) R.Bg. vang berbunyi “ bilathari yang telah di tentukan
para pihak datang menghadap,; maka ‘peradilan. agama dan perantara

(19

berusaha mendamatkannya Akan  tetapi jalur’ perdamaian tidak
menemukan:. titik' temu-sehingga tidak*berhasil maka majelis hakim
memandang.-perlu. mengemukakan norma, dasar adanya harta Bersama
adalah 'berdasarkan pertimbangan Pasal*Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf f kompilasi
hukum islam, Pasat-91 ayat (2) kompilasi hukum islam, Pasal 45 ayat (2),
47,48,49, dan 50 kompilasi hukum islam, Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA-RI) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pasal 35
Undang-Undang perkawinan 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Eksekusi Harta Bersama
diantaranya:

a) Perceraian

b) Tindakan Sepihak Dari Pihak Tergugat
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https://www.google.com/search?q=Perceraian&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
https://www.google.com/search?q=Tindakan+Sepihak&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
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¢) Ketidakpatuhan Putusan (Wanprestasi)

3. Pada Proses Sengketa Harta Bersama sebelum terjadinya eksekusi Harta
Bersama ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar eksekusi terhadap
Harta Bersama tidak terjadi diantara nya:

a) Pembuatan Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta).
b) Musyawarah Kekeluargaan (Shulhu).

c) Mediasi di Mahkamah Syariah.

d) Sita Matrial Pembedaan Harta Bawaan/Warisan.

e) Marital«(Sita Jaminan):

B. Saran
Dari hasil' kesimpulan:yang telah“disebutkan diatas, penulis dapat
memberikan beberapa saran-menyangkuthal yang berkaitan dengan skripsi ini,
yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama untuk dapat lebih cepat dalam mengambil
Langkah terbaik dalam penyelesaian perkara harta Bersama pasca
perceraian agar tidak-ada pihak.yang. dirtgikan dalam perkara perceraian,
dengan lebih cepat mengamankan objek sengketa harta Bersama sehingga
tidak dikuasai sepihak oleh salah satu pihak.

2. Kepada masyarakat untuk lebih harmonis dalam menjalankan rumah
tangga, memperjelas segala harta Bersama yang ada serta diketahui oleh
kedua belah pihak suami dan istri, dalam proses perceraian agar baik pihak

suami maupun istri agar lebih mengikuti hukum yang ada mengenai


https://www.google.com/search?q=Ketidakpatuhan+Putusan+%28Wanprestasi%29&sca_esv=4ae20d8bd47daad1&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n5lnjlru2okHffCNb8lDTvIi-ATXg%3A1773771093414&ei=VZm5aeX_GNqeseMPgoC_gQQ&ved=2ahUKEwjc3uu4xaeTAxXbb2wGHdZzLWgQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=B.%09Faktor+Penyebab+Eksekusi+Harta+Bersama+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKkIuCUZha3RvciBQZW55ZWJhYiBFa3Nla3VzaSBIYXJ0YSBCZXJzYW1hIDIFECEYoAEyBRAhGKABSOgFUJUDWJUDcAF4AJABAJgB2gGgAdoBqgEDMi0xuAEDyAEA-AEB-AECmAICoALpAagCCsICBxAjGOoCGCeYAwniAwUSATEgQPEFp7qY_3XnKVmSBwUxLjAuMaAH4wKyBwMyLTG4B-ABwgcFMC4xLjHIBwmACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDqDkXZUxgsE-MLixP7WjFebA-9tQYh_yAS2KEIMlYEQEg3Erapub5Llge4OYdXjZqvrlJj1s3JB2mEkE2u1jRp20Ae4_D-NxQcDc5s3ud3qXk3TkrTv8hEWYu2Isbj1jIgJg3ld9DXKsg7WubHWV8xYlvqjcw7GEOfMorIMTbOJiQ5TdbsfVZFum2VlWX-CuDXBjBADqeJaZWgYptLDe1uOMsu1kI1OhHeMrayLE03TuEaMuwNrkVsnWMV1rZhH7vCa3SAsf9CSAoGaR_bRkg-&csui=3
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pembagian harta Bersama dan tidak mengambil Tindakan yang merugikan
satu pihak lain.

Kepada Masyarakat untuk lebih mengetahui hukum waris dan harta
Bersama dalam perkawinan, agar saat terjadi sengketa tidak harus

diperkarakan di tingkat pengadilan agama.
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